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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ¢ ntang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah i eberapa
kali terakhir d n Und i N 3

meigadi Undang—ﬁqdai‘g;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015
tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik
Sosiai;

6. Peraturan Daecrah Kabupaten Baritc Selatan Nomor 7
Tahun 2020 tfentang Pembentukan Produk Hulkum
Daerah;

MEMUTUSHAN
Tugas Penyelesaian Konflik Sosial

U
Selatan, sebagaimana tercantum d
meriipakan bagian tidak terpisashksn dari Keputusan ini.
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Penvelesaian Konflik Sosial kepada Pemerintah Daerah
I'iabupaL{:n Barito Selatan dengan tembusan kepada DPRD
Kabupaten Barite Selatan.
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Keputusan ini mulal berlaku pada tanggal 22 Mei 2026 dan
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BAR TC SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 g’ 175 /7 2026
TANGGAL ; 9 Juni 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
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